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' PEMERINTAII KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAIl KABUPATEN PACITAN

NOMOR.25 TAIIUN 2007

" TENTANG o ! {

'KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAllMAT TUllAN YANG MAllA ESA

. Undang und’lng Nomor 12 Tahun 1950 fentang Pembemukan Dacran-

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan ').1&1.1]1

~Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4389):

BUPAT] PAClTAN

£

dan Kepegawai’m Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan:

tentang Orgun dan. chugawa:an Perusahaan Daerah Alr Mmun

Kabupaten Pacn.m

daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Pr0p1n51 Jawa Timur

E

bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahwan Dacrah Air Misss
dalam petayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Orpan

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pacitan ncnior f '
"2 tahun 1992 tentang Pcmbentukan Perusahaan Daerah Air Minua: . .
~ Kabupaten Daerah. Tingkat [l Pacitan (Lembaran Daerah Kabupater
Pacitan tahun 1992 nomor 2 seri D) sudah ndak sesuai lagi dengan
~perkembangan dan keadaan sckarang, :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam husut
_a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten P.l(‘lrdll

i

(Lembaran ' Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 16, ‘

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387): -

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daer ah -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Taliun
2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4H?):.

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undanp- :

Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi :
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 - -

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor -
4493),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran” Negara Republik - Indonesia Tahun 2004 Nomor 32.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan
Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004

By e oo -



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 lentang Pengembangan:

Sistem Penyedisan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesiu!

. Tahun 2005 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Repu"lhk
_ _ - . Indonesia Nomor 4490) : ;
-1 ' 7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan i
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan s

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 20“71

Nomor 82, Tambahan Lcmabaran Negara Nomor 4737), _

8. Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 130 Tahun 2003 tenu:w-"
Organisasi dan Tata Kerja Deparlemen Dalam Negeri; v

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ovgun
- dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah; )

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pacitan nomor 2 :
tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat i1 .

Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 1992 nomor 2 seri -
D), :

MEMUTUSKAN:

@  Menetapkan : PERATURAN DAERAIl KABUPATEN PACITAN TENTANG
- ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAIL AIR -
MINUM KABUPATEN PACITAN. - . . 3

BAB1 -
KETENTUAN UMUM

B

.y | | | ' Pasal 1
. ' : : Dalam Peratur_aﬁ ini yang dimaksud dengan:
K 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang
' terdiri dari Bupati dan Perangkal daerah sebagai unsur penyelengg,ara
. Pmerintahan Daerah. , : :
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
. adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

. . - - penyelenggara Pemerintahan Daerah. :
' 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya dlsmt,kat PDAM
adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pacitan yang bergernk
di bidang pelayanan air minum, ‘

5. Direksi adalah direksi PDAM Kabupaten Pacitan, i

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Penanas PDAM Kabupaten
Pacitan. :
7. lasa produksi adalah laba bersih selelah dikurany dengon

penyusutan,  cadangan tu_]uan dan pengurangan yang wa;ar dal:en
perusahaan.
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BADBII
ORGAN PDAM

Pasal 2
Bagian Pertama
 Umum

1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dldukuni, dengan
organ dan kepegawaian. .

2) Qrgan PDAM scbagaimana dlmaksud pada ayat{l) lerdlrl dari:
a. Kepala Daerah selaku pemilik modal
b. Dewan Pengawas; dan
c. - . Direksi.

- Bagién Kedua
Dircksi

Parapraf. |
- Pengangkatan

Pasal 3 .
(1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Peni,awas

(2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat |
_pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(3) Batas usia“Dircksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkt |

pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

(4) Jabatan Dircksi berakhir pada saat yang bersanbkman berumur puling
tinggi 60 (cnam puluh) tahun.

_ Pasal 4
(1) Calon Direksi memenuhl persyaratan; _

a.  mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1):

b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari
PDAM atau mempunyai pengalaman kegja minimal 1S tahon
mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yarg
dibuktikan dengan surat kelerangan (referensi) dari perusahaan
sebelumnya dengan penilaian baik;

- ¢, lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar
negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi etaun
jjazah;

d. membuat dan menyajikan proposal meni,enal visi dan misi
- PDAM;

e. Melampirkan data kel'(ayaan pribadi;
bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/W::

Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi Iamma
sampai dermar ketiga menurut garis Iurus atau I\esampl g2}
termasuk menantu dan ipar; dan
h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim
ahli yang dltunjuk oleh Kepala Daerah.
(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (Il
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
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(1)

@

3)

Q)

Pasal 5§

Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan Jumlah pelang,__ran PDAM

dengan ketentuan;

a. 1 (satu) orang DlrekSI untuk Jumlah pelan&,an sampai denzan

30.000;

b. paling banyak 3 (tiba) orang Direksi untuk jumlah pelan"‘.‘.sm '-

dari 30.001 sampai denban 100.000; dan

¢. paling banyak 4 (empat) orang Direksi unluk Jumlah pelan 24N
di atas 100.000.

Penentuan jumlah Direksi sebagaimnana dimaksud pada ayat ( 1) hur!

b dan huruf ¢ dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efeku as -

. pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling bany:k 4 -
(empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan hyrur |
¢, seorang diantaranya diangkal ﬁebabai Direktur Utama berdasarkza -

penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yany
dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.

Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4

* (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I(satu) kali masa

&)

4y

@

~ Direksi mempunyai tugas:

a.

jabatan,

Pengangkatan kembali sebabalmana dlmaksud pada - ayat (4)
dilakukan apabila Direksi lerbukti mampu meningkatkan kincria

PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat .

setiap tahun.

. Pasal 6 _
Direksi dilarang memangku jabatan rungkap, yakni ;

~a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga

Pemerintah Pusat dan Daerah;

-b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha

~ swasta;

¢. jabatan yang dapat mcnimbulkan benturan kepentingan pada
PDAM: dan/atau

d. jabatan lainnya sesuai dengan kelemuan peraturan perundang-
undangan.

Direksi lidak boleh mempun)‘al kepentingan pribadi secara langsung

atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

- pada PDAM,

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 7

menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan

“seluruh kegiatan operasional PDAM;
. membina pegawai;

mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

menyusun Rencana strategis Bisnis § (lima) tahunan (Business
Plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melahu

- dewan pengawas..
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2)

3

4)

5

6)

menyusun dan menyampaikan Reneana  Bisnis dan Anguarap

Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dart Rencang

Daerah melalui Dewan Pengawas: dan

. menyusun dan mcnyampalkan Iaporan seluruh Leblalan PDAM

L]

Pasal 8

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Laporan Triwulan sebagaimana dimaksu'd pada ayat (1) terdiri cturi |
‘laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan keju.a -

Dewan Pengawas.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin Jari
laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang

ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Penbawas disampaikan
kepada Kepala Daerah;

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dlsampalk n
paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM

- Strategis Bisnis (business pa'an/wrpurate p.’cm} kepada Kcpala !

14
1

ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalalu -

waktu 30 (tiga puluh) had sctetah diterima,

Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media niassn
paling lambat 15 (lima betas) hari setelah dlsahkan uleh Kepula
Daerah. :

Anggota Direksi atau Dewan Penbawaa yang tidak menandatanuarni
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat' (3) homs
disebutkan alasannya secara tertulis.

Paadl 9

Dlrek5| dalam meiaksanakan tugas sebabarmana dimaksud dalam Pasal 7
‘mempunyai wewenang:

a.

b.

mengangkal dan memberhemlkan pegawai PDAM berdasarkan
Peraturan Kepegawaian PDAM:

menetapkan susunan organisasi dan- tata Kerja PDAM dengan

- persetujuan Dewan Pengawas;

mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan d| bawah Direksi;

d. . mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan:

menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili
PDAM: -

menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

menjual, menjaminkan atau melepaskan  aset milik PDAM
berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pemmbanyan Dewan
Pengawas;

... melakukan pimjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan

melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala

Daerah atas purtlmbanban Dewan Pengawas dengan muuanunkan
aset PDAM.

Pasal i0

Untuk mendul\ung keiancaran pengelolaan PDAM, Dlrck5| dapat
diberikan dana representatif paling banyak 75% .(tujuh puluh lima
perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam | (satu) tahun.
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1)

2)

3).

. 4)

5)

()
2)

Parabraffi
‘ Penunjuknn l'cjabalSemenlara

Pasal Il -

Apabila sampai berakhirnya masa jabalan- Direksi, pengangkatan ,'

Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat
menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau senran;, Pejabar !
Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dlmaksud pada ayal (2)
berlaku puling lama 6 (emun) bujan,

i

Pejabat sementara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) lidak |

dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan lugasnya lidak boleh mengambil - kebijkan yang
bersifal strategis.

_ Paragraf 4 _
‘Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 12
Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjanzan.
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;

a. tunjangan pera\\alan/kcsehalan yang layak termasuk istri/suarii
dan anak; dan

b, tunjangan lainnya.

[€)

(4)

()

.

Dalam hal PDAM memperoleh I\euntung,an. Direksi mempcruluh
bagian dari jasa produksi. :

Desarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi sebagaimana :

dimaksud pada ayat (1). ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepula

Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pungawas don

kemampuan PDAM.

Jumlah seluruh blaya untuk penbhasﬂan Dlrek5| penbhasﬂan Dewair
Pengawas, penghasilan pegawai dan blaya tenaga kerja lainnya tiduk ~

boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biuva
berdasarkan realisasl Anggaran Pertisahaan Tabun Anggaran yug
lalu.

Pasal 13

Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa
pengabdian yang besamya . ditetapkan oleh Kepala Daerah

- berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya :

2)

3)

berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah nenjalankan tugasny: .

paling sedikit 1 (satu) tahun.

Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)
dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibuoi

masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir,
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(l)

Pasal 14 . ' :
Direksi memperoleh hak cuti meliputi: . S
a. cuti tahunan;
" cuti besar,

e e v omor e e

b

¢. ~ cuti sakit; .

d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunalkan Ibadah
haji;

e. cutinikah; -

f cutibersalin;dan = | R y

- g, cuti di luar tanggungan PDAM

()

@)

()

(2)

Direksi yang men_]alankan cuti sebagaimana dlmaksud ‘pada ayat (l)
tetap diberikan penghasilan penuh kecuall cutl dl luar tan_s,gungan
PDAM.

Pclaksanaan Cuti scbag,almana dlmaksud pada ayat (), dlatur chth
lanjut oleh Kepala Daerah den_s,an berpedoman pada peraturanf

perundang-undan_s,an i

. Paragraf 5 B _
' Pemberhentian - - i

Pasal 15 - .
Direksi berhenti karena: . o ;
a. masa jabatannya berakhir; dan'_ . 5 "
b. meninggal dunia, . - . ' 3
Direksi diberhentikan karena: - L ' :

"a, permintaan scndiri

reorganisasi; ' oo 3

b.
¢. melakukan tindakan yang mcrug,lkan PDAM o :
" d

3

(1)

~dalam Pasal 15 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d diberhentikan semeriara -

(2)

(1)

(2)

melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah atau Negara; . :

| e. mencapal batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan _ ;

f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

‘Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (’)

dltetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 16
Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagalmana dlmaksud

oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka w. tklu '
paling lama 1 (satu) bulan,

Pemberhentian sementara sebagaimana dlmaksud pada ayat (I%!

‘ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai ~dengan alasan dm
diberitahukan kepada yang bersangkutan. A :

Pasal 17 _ ;
Paling lambai 1| (satu) bulan sejak pemberhentian scmentars !
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan ;
sidang yang dihadiri olch . Dircksi untuk menctapkan yang !
bersangkutan diberhentikan atau dirchabilitasi. . ' /

Dewan Pen_s,awas ‘melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sndan_s,

-ap



(L

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) seba;,al bahan Kepala Da: r'z[
- untuk memberhentikan atau merchabilitasi,

(3) Apabila dalam persxdanban sebagaimana dimaksud pada ayas th
Dircksi tidak hadir  tanpa alasan yang sah, yang bersangku'au_

dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas,

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tinduk §
pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan ;

‘hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

Haglan Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf ]
. Pengangkatan

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah.

profesional dan/atau masyarakat konsumen yang dlangkat olch
Kepala Daerah.

+ (2) Datas usia Dcwan Pené,awas paling tinggi 65 (enam puluh lima)

tahun.

Pasal 19

(1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan;

a. menguasai manajemen PDAM,
~ b. menyediakan waktu yan&, cukup untuk melaksanakan tu;,asnya
dan
c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/\h akil
Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Dircks
sampai derajat ketiga baik menurul garis lurus alau kesampl ng
termasuk menantu dan ipar. .

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebabaimma dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas dltelapkan berdasarkan jumlah

~ peiangpan dengan ketentuan: .
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk Jumlah pelan;,;,an sampai
' dengan 30.000; dan

b, paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pexan;,gan di atas
' 30.000.

(3) Penentuan jumlah Dewan Penbawas sebabalmana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan. berdasarkan asas efisiensi ‘pengawasan dan
- efektivitas pengambilan keputusan,

(4) Anggota Dewan Pengawas -scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat scorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang

sebagai Sekretaris merangkap ang;,ola dengan Keputusan Kepala
Daerah, : . oL

P -
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Pasal 21

(l) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas palln&, lama 3 (tig a) tahun

(2)

-

" clan dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana °

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuar:
PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepadi
masyarakat. _ .

Paragraf 2
~.~ Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas:
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhddap-"

a.

b.

pengurusan dan pengelolaan PDAM;

" dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam mclakukan .

meinberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta
* atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antasa

lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi.

rencana perubahan status kekayaan PDAM, reneana pinjaman dai :

ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan |

atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

v e

memeriksa dan menyampaikan Reneana Strategis Bisnis (buxiness |

s plan/corporare plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan -

PDAM yang dibual Direksi kepada Kepala Daerah " uniuk |

mendapatkan pengesahan. - e

‘Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana d:maksud

dalam Pasal 22, mempunyai wewenang:

a.
b.

)

(2)

(3)

menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;

menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan |

Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;

pengembangan PDAM; dan

mengusulkan pengangkatan. pemberhentian sementara, rchabilitasi
dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah,

Pasal 24

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk
Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan
Pengawas.

Sekretariat Dewan Pengawas ‘SCbagaimana dimaksud- ada ayat (1)
beranggotakan paling banyak 3 {tiga) Orang dan dibebankan pada

- Anggaran PDAM.

Pembentukan Sekretariat Dewan Peng,awas sebagzumana dlmaksud

pada ayat (1) dan ayat {2) memperhatlkan eﬁsunm pembiayaan
PDAM.

.- meminta keterangan Direksi mengenai peng.lolaan dan '

PR
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Par.:gral'S
Penghasilan dan Jasa Pen&,abdlan

Pasal 25 -
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 26

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap an&,ota menerima uén&, jasa

paling banyak 45% (cmpat puluh Ilma per seratus) dari gaji Direktur :

Utama.

(2) Sekretaris Dewan Pcngawas mcran&,kap anggota menerima uan&, jasa
paling banyak 40% (empat puluh per scratus) darl “gaji Direktur
Utama. _

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak
35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Dirzktur Utama.

Pasal 27

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas |

memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengun
bcrpcdoman pada ketentuan Pasal 26.

Pasal 28

o e

Besarnya uang jasa dan bagian dari’ b‘agiah dari jasa produksi 5
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan olch

Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.,

Pasal 29

" PDAM.

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelurn msa
- jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengun syarai
telah menjalankan tugasnya paling sedikit |(satu) tahun,

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (i}
dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bentugas dihayi
masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. -

: PdragraN
Pemberhentian

Pasal 30 _

(1) Anggota Dcwan Pengawas berhenti karena:”. -,

a. masa jabatannya berakhir; dan

b. meninggal dunia.
(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:

a. permintaan sendiri;
reorganisasi; '
kedudukan sebagai pejabat dacrah telah berakhir;
mencapai batas usia 65 {cnam puluh lima) tahun;
tidak dapat melaksanakan tugas: - |

.0 o e o

(1) Dewan Pen&,a\&as mendapat uang jasa pengabdian yang besurya |
ditetapkan oleh Kepala Dactah dengan mcmpcrhallkan kemarr puan -

R ]
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(2)

m

@)

(3)

£ melakukan tindakan yang memykan PDAM: dan !
g. melakukan tindakan atau bersikap yang bmcnlangan den_L.m

kepentingan Daerah atau Negara; :
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagalmana dimaksud }
pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. o H

. Pasal 31
Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimuna
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan
sementara oleh Kepala Daerah.
Pemberhentian sementara scbagaimana dlmaksud pada ayat (1) .
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. _ !

o en s e e s

Pasal 32 o ;
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara. Kepala *
Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan t
Pengawas untuk menelapkan yang bersangkulan dlberhenllkdn alau
direhabilitasi.

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhemuan sementasa ¢
batal demi hukum. )

Apabila dalam persidangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) .
anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang |

~bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

(4)

M

(2)

Apabila perbuatan yang dilakukan oieh anggota Dewan Penguvias
merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukem
tetap. yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. .

BAB 111
PEGAWAI

Bapian Kesatu Penpangkatan

Pasal 33 _ , .
Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Republik Indonesia; _
b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

¢. mempunyai - pendidikan,_ kecaka;ﬁan dan' keahlian yany
diperlukan;

d. dinyatakan sehal oleh rumah sakn umum yang ditunjuk oleh !
Direksi,

e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh I|ma) lahun, dan
f.  lulus seleksi.

Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobasn

- paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan

(3)

.b.  kecakapan;

ketentuan memenuhi daftar ps.mlalan kerja setiap unsur paling sedikit
bernilal balk

Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayal 2y ¢
dilakukan penilaian mehpuu

a. loyalitas;

A ¢
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(D

kesehatan; _ :
kerjasama; . . S \
- keérajinan: ' B
prestasi kerja; dan _
g kejujuran, T _
Apabila pada akhir masa percobaan calon pez,awal tidak memenuh

persyaratan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dapat:
diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. . '

moe oo

Pasal 34 g
Direksi dapat menz,anz,kat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan !

~ pemberian honorarfum yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan :

@)

(D
(2

()

2)

a. tunjangan pangan:

© ¢, tunjangan lainnya.

3
(4)

()

(1)

o)

. prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil® yang disesuaikan dengon

: dlretapkan dengan Keputusan Direksi.

Direksi yang berpedoman pada Upah Mlnlmum Provinst alau Upah :
Minimum Kabupaten/Kota. . .

Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebaz,almana dlmaksud pada;ﬁ _
ayat (1) tidak diperboiehkan mendudukl jabatan

: ‘ Pasal 35 |
Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun,

Pegawai yang memasukl masa pensiun dapat diberikan kenaikai :
pangkat pengabdian setingkal lebih tinggi dari. pangkatnya dengun -
ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, |

Bagian Kedua _
~ Penghasilan dan Cuti

: Pasal 36 L
Pegawal PDAM berhak atas gaji, lunjangan dan penghasilan lamnya
yang sah sesuai dengan pangkat, ;jenis pekerjaan dan tanggung :
jawabnya - : SR
Tunjangan sebaz,almana dlmaksud pada ayat (1) mell putl {

-

b. tunjangan kesehatan; dan.

e el ¢t cm A

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf' b
diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi .
tanggungan. ,
Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit. klinik dan lain-lain
yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pemberian hak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ;
dengan kemampuan PRAM. _ =

_ : Pasal 37 _ ;
Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat lmen;,acﬁ pada prinsip-

kebutuhan dan kemampuan PDAM.
Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dunaksud pada ayat (i) ;



—

)

Pasal 38 -

(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangn istri:‘snumi;

paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
(2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puiuh

;
}
t

1

t

“satu) tahun, belum m:.mpunyal penghasilan sendiri dan belum arau | ?

tidak menikah diberikan tunjangan anak. sebesar 5% (I:ma per -
seratus) doti gaji pokok untuk setiap anak.

(3) Tunjangan anak sebagalmana dimaksud pada a)at (2) dapat

diperpanjang sampai wimir 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anuk |

masih bersekolah/kullah yang dlbuktlkan dengan surat ketera:1ban
dari sekolah’perguruan tinggi.

(4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 39
(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tva yang dananya dihimpun dari

ussha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan
Keputusan Direksi.

(2) Besarnya tunjangan jaminan harl tua sebagalmana dimaksud pada
ayal (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 40

~ Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan
- bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan kevangan PDAM.

Pasal 41

(1) Pegawal yang mentiliki nilai rata-rata baik dalasm Dal‘lar Penllu.m
Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

(2) Apabila yang b¢rsan5kulan belum memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). kenaikan gaji berkala ditunda
paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 42
(1) Pegawai memperoleh hak euli meliputi:
a.  cuti tahunan; ,
b. cuti besar; -,
¢.  cuti sakit; _, o
d Eull karena alasan panting atau cutl untuk menuna:kan Ibadah
aji;

- e. cuti nikah;
f. cutl bersalin; dan
2. cuti di luar tanggungan PDAM

(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) telap diberikan penghasulan penuh. kecuali cuti di luar
tanggungan PDAM, :

“(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur

lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada
" peraturan perundang- undangan.

Mot
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Bagian Ketiga ' e

Penghargaan dan ‘Tanda Jasa

Pasal 43
(1) Direksi memberikan penghargaan kepada pcgawal yang mcmpunyal
masa kerja secara terus mencrus selama 10" tahun, 20 tahun dan 30
tahun yang besamya disestaikan dengan kemampuan PDAM.

(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang Icluh%

menunjukkan prestasi Juar biasa dalam pengembangan PDAM.

(3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana :\

~ dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputuzan
Direksi.

Bagian Keempat
- Kewajiban dan Larangan .

Pasal 44
Setiap pegawai wajib: .
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasnla dan mclaksanalmn
' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
mematuhi dan mentaati scgala kewajiban dan Larangan: dark '-
d. memegang eguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan. -

Pasal 45
Pegawai dilarang:

a. melakukan kegiatan yang mcrug,lkan PDAM Daerah damatau
Negara; .

b. mcnggunakan kedudukannya untuk metnberikan keuntungan bay:
diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan,
¢. mencemarkan nama baik PDAM, Dacrah dan/alau Negara.

Bagian Kelima _
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 46
(1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman,
(2) Jenis hukuman sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) meliputi:-

a. teguran lisan;

teguran tertulis;
penundaan kenaikan gaji berkala;
penundaan kenaikan pangkat:
penurunan pangkat,;
pembebasan jabatan;
pemberhentian sementara; _
pemberhentian dengan hormat; dan
). pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dlmaksud paua ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

T me ae o
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Pasal 47

(1) chawal PDAM diberhentikan sementara . apablla diduga telah‘

melakukan larangan sebagaimana dtmaksud dalam Pasal 45 dam’atau H
-tindak pidana, :

(2) Pemberhentian sementara scbagaimana dimaksud pada ayat [l)

paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang !

‘berkekuatan hukum tetap atas dugaan lindak pidana yang dilakukan. ‘;
, _ _ . !

Pasal 48

(1) Pepawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana ;

dimaksud dalam Pasal 47. mulai bulan berikutnya diberikan 50"
(lima puluh per seratus) dari gaji.

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana

(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimona .
dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah.. Direksi memberhentikun *
" dengan tidak hormat.

dimaksud pada ayat (I) tidak |erbuktl bersalah, pegawai yang .
bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama

dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

Pasal 49

(1) chawal diberhentikan dengan hormat, karcna

a. meninggal dunia;

b permintaan sendiri;

¢. tidak dapat melaksanakan tugas; :

d.” tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan doktcr
e. telah mcncapal usia pensiun; dan/atau -

f. rcor&,amsasl

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dlbcrlkan pesangon yang

besarnya dltctapkan dengan Keputusan Direksi.

(3) Pegawai yang diberhentikan scbagaimana d|n1aksud pada ayat {1}

huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 50

Pegawai dlbcrhcnnkan dengan tidak hormat, karena:

a.
b,

(M

2)

melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan; :
dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana vang

. telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

mcruglkan I\cuangan PDAM.

n.

BAB VIl
DANA PENSIUN

Pasal 51

Direksi dan Pegawai PDAM wajib dukutscrtakan puda program
pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pcmbcu Kcrja atau
Dana Pensiun Lembaga Kcuanpn

Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfam

bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai denpan peraturan

A

[
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perundang-undangan. | o ;
(3) Atas pertimbangan efektifitas dan ef'5|er15| penyelenggara program

pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana
pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM,

g —

BAD VIIT
ASOSIASI

Pasal 52

(1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Pe rusahaan Air |
Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebaEal asosiasi yang
menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalain dan luar neger -
dan berkoordinasi dengan inslansi terkait di pusat dan daerah. i

BABIX _
KETENTUAN PERAEIIIAN

Pasal 53 S
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku. Direksi dan Dewan [’engawas !
PDAM tctap melaksanakan tugas sampai berak hir masajabatannya. :

Pasal 54

Direksi,  Dewan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM menyesualkan
dengan Peraturan Daerah ini paImE lambat 6 (enam) bulan sejak ;
ditetapkan. |

BABXI o
PEMBINAAN

Pasal 85

(n Memeri Dalain Negeri melakukan pembinaan dan fasililasi terhadap

PDAM dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna
PDAM.

(2) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati

[

| "BAB XII |
KETENTUAN PENUTUP :

Pasal 56 . _
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pacitan nomor 2 tahun 1992 tentang Pembentukan
PDAM Kabupaten Daerah Tingkat I} Pacitan (Lembaran Dacra!:
Kabupaten Pacitan tahun 1992 nomor 2 seri D) tetap berlaku sepanjin;
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

B e



Pasal §7 . L
o - | g
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ' !

Agaf settap\orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe.ng.undang.an
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan.

 Ditetapkan di Pacitan _
Pada tanggal {2 - {] - 2007

ke v R e



Pasal §7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - IT -2007

BUPATI PACITAN
Cap.ttd
ILSUJONO
Diundangkan dl Pacitan
Pada Tanggal 10 - 12 -2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

/_V::-

Ir, MULYONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP, 080 062 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 32
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PENJELASAN
:\TAS

PERATURAN DALERAII I\ABUPATEN PACITAN
NOMOR  TAIIUN 2007

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSANAAN DAERAII AIR MINUM
KABUPATIIN PACITAN -

UMUM -

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

Il Pacitan nomor 2 tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minan: |
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahuu -

1992 nomor 2 seri D) sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negz:ri
nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Preusan Daerah Air Minum,
maka guna meningkatkan kincrjanya perlu adanya lundasan hukum y.mg mengatur
kembali organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Pacitan.

Dalam materi muatan Peraturan Daerah ini tidak mencabut Peraturan Daerai:
Kabupaten Daerah Tingkal 11 Pacitan nomor 2 lahun 1992 tentang Pembentukon
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Il Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan tahun 1992 nomor 2 seri D) melainkan mengatur kembali
beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Semarang. Selain i:u
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkal Il Pacitan nomor 2 tahun 192
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat !
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan lahun 1992 nomor 2 scri D) tidak hanya
mengatur tentang organ dan kepegawaian, tetapi juga menetapkan pembentukan
PDAM Kabupaten Pacitan yang tidak dirubah dengan Peraturan Daerah ini.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup Jelas

-Cukup Jelas

-

Pasal 2
Pasajs : Cukup Jelas
Pasai4 : Cukup Jelas
Pz;sals .-: Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal T Cukup Jelas

Pasal8 : C.le.LlpJC]zlS_

Pasal 9 : Cukup Jelas

——

[



L Y

I

Pasal 10 : CukupJelas

Pasal 11
Ayal (1}  : Cukup Jclas
Ayat(2) : Cukup Jelas
Ayat (3} : Cukup Jelas
Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (5)

: Yang dimaksud déngan kebijakan yang bersifal strategis

adalab:

Pasai 14 :

~Pasal IS5 :

Pasal 16 :

Pasal 17

Pasal 18 :

Pasal 19

Pasal 20 :

Pasal 21 :

Pasal 22 :

Pasal 23

- Pasal 24

Pasal 25 :

Pasal 26 :

Pasal 27 :

Pasal 28 :

e Pengangkatan dan pémberhén!ian pegawai;.

¢ Melakukan kerjasama;

¢ Mocnerbitkan
perusahaan.

“Pasal 13 ¢ Cukup Jelas

Cukup Jelas -

CuKkup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas -

Cukup Jelas -

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cﬁ_kup Jelas

Cukup Jelas

e

Kkeputusan

“yang dapat merugilan

JR e
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Pasal 30 :

-Pasal 29 :

Pasal 31 :

Pasal 32 :

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36 :

. Pasa_l 33 :

‘Cukup Jelas™

Cukup Jelas

_Cukup Jelas -

Cukup Jelas |

Cukup Jelas

: Cukup Jelas

Pasal 37 :

Pasal 38

Pasal 41

Pasai 42

' Pasai39 :

Pasal '40  :

Cukup Jelas‘

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Culkup Jelas

Cukup Jelas

"Cukup Jelas

v Cukup Jelas

- Pasal 43 k

Pasal44 :

Pasal' 45

' Pasal 46

Pasal 47 :

Pasal 48

Pasal 49

Pasal50 :

Pasal 51

'Cukup Jelas

Cukuf) Jelas

Cukup Jclas |
:_Clvlkup.j\clas
.I':.'é;xkup..l.elas
Cukup Jelas
: Cdkup Jelas

: C'ukt_xp Jelas

C.ukup Jelas

T C'ukup Jelas

Pasai 5'2' :

Cu.liup Jelas



